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ABSTRACT 
 The purpose of this study is to know the management of Village Funds in 
an effort to increase the development and impact of the Village Fund on 
development in the village of Banyuates. Data analysis method used is 
quantitative descriptive analysis by using village head and village apparatus as 
informant. The results show that the Village Fund Management by Banyuates 
Village Government both technically and administratively has been run in 
accordance with existing regulations. The Village Government of Banyuates has 
been responsible for the management of the Village Fund well, this can be 
proved by the Letter of Accountability which consists of general cash book, 
receipts, letter of payment request, and memorandum of funds disbursement. In 
this case the village government is serious in managing the Village Fund to 
improve the facilities and infrastructure and the quality of Human Resources 
(HR) and Village Fund also give positive impact on development in Banyuates 
village both in the field of physical development and empowerment of society. 
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PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG 
 Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan 
kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik 
yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak 
dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak 
mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap 
saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. 
Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam 
didaerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, 
sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama 
dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. 
(Hernowo, 2004) 
 Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis 
dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena 
didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta 
menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang 
bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteran mereka. 
Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem 
dari system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki 
kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam 
menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber 
pendapatan desa. 
 Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa 
dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang adalah dana atau DanDes yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa). 
 Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak 
pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu 
pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan 
baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah di rencanakan. Untuk mencapai 
sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, maka pemerintah diharapkan 
dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan 
khusus bagi desa.  
 Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) 
dalam upaya meningkatkan pembangunan dan Apakah Dana Desa memberikan 
dampak terhadap pembangunan di desa Banyuates kecamatan Banyuates 
kabupaten Sampang? 
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TINJAUAN PUSTAKA 
Pengertian Desa 
 Menurut UU no. 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang 
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 Menurut Haryanto (2007: 2) desa memiliki hak mengatur wilayahnya 
lebih luas. Dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, 
desa memiliki wewenang yaitu (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang sudah ada berdasarkan hak usul desa; (2) Menyelenggarakan urusan 
pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkan 
pengaturanya kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat 
meningkatkan pelayanan masyarakat. (3) Tugas pembantuan dari pemerintah, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabpaten/kota. (4) Urusan pemerintah 
lainnya yang diserahkan kepada desa. 
Pengertian Dana Desa 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang 
cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana 
Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  
 
Pengelolaan Dana Desa 
 Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu 
rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di 
dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 
dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. 
Pengelolaan DD dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 
berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan 
kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan 
kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola 
dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan 
lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. 
 
Pembangunan Desa 
 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 
Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
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kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan 
pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur 
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 
desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan 
pembangunan desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 
prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  
 
1. Pemberdayaan Masyarakat 
 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa definisi dari 
pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.  
 Indikator keberhasilan masyarakat untuk mengukur pelaksanaan program-
program pemberdayaan yaitu (1) Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk 
hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan; (2) Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga 
pelaksanaan tiap jenis kegiatan. (3)Tingkat kemudahan penyelenggaraan 
program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru 
yang dikemukakan. (4) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat 
yang ditunjukan untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian. (5) Jumlah 
dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program 
kegiatan. (6) Intensitas kegiatan petugas dan pengendalian masalah. (7) 
Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. 
(8) Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit. (9) Meningkatnya 
kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan. (10) 
Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat. 
 
2. Pembangunan Fisik 
 Pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang 
dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud untuk 
mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut 
dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain 
bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari 
pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana 
peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum 
lainnya (Fuji, 2015). Pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, lapangan 
terbang, gedung, pelabuhan, dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang 
yang ada di permukaan bumi. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat 
dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas 
kehidupan sehari-hari. Contoh kongkrit dari pembangunan fisik di pedesaan 
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Pembangunan Desa: 
 Pemberdayaan 
Masyarakat 
 Pembangunan Fisik 
seperti pembangunan jembatan yang menghubungkan suatu desa ke desa lain 
yang dilintasi oleh sungai. 
 
KERANGKA KONSEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
Gambar  Kerangka Konseptual 
 
METODE PENELITIAN 
 Jenis penelitian ini termasuk penelitian deksriptif dan lokasi penelitian di 
desa Banyuates kecamatan Banyuates kabupaten Sampang. Adapun objek 
penelitian yang akan teliti yaitu Dana Desa (DD) yang bertujuan untuk 
mengetahui pengelolaan Dana Desa. Informan yang dipilih adalah Kepala Desa 
dan perankat desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
(wawancara kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan 
masyarakat desa) dan data sekunder (berupa SPJ serta data lainnya yang 
berkatian langsung dengan Dana Desa). Metode Pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di 
Desa Banyuates Tahun Anggaran 2015-2016 
 Pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari 
APBDes, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di 
forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, dimana seluruh lapisan 
masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan 
menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa,selanjutnya dijadikan acuan 
untuk menyusun RKPDes dan APBDes dan ditetapkan dalam Peraturan Desa 
sebagai pedoman pembangunan di desa. Setelah Dana Desa diterima pemerintah 
desa maka Dana Desa tersebut di kelola oleh pemerintah desa beserta perangkat 
desa dengan melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaannya yaitu 
dalam kegiatan musrenbangdes yang mengahadirkan seluruh lapisan masyarakat 
sampai pada tahap realisasinya yang banyak menyerap tenaga kerja lokal. Hal 
ini sesuai dengan PMK No 49 Pasal 22 (2) yang berbunyi pelaksanaan kegiatan 
yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih 
banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.  Berikut adalah 
tabel penerimaan Dana Desa tahun 2015-2016. 
  
Dana Desa 
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Tabel Total Penerimaan DD Tahun 2015-2016 
 
 
 
 
Sumber: SPJ & BKU 
Kantor Desa Banyuates (Diolah) 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total penerimaan DD pada 
tahun 2015 sebesar Rp. 311.588.250. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat 
dua kali lipat menjadi Rp. 658.310.000. 
 
Realisasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa 
Banyuates 
 Realisasi merupakan suatu proses pelaksanaan berbagai macam program 
yang telah disusun di RKPDes dan APBDes. Dalam tahap ini masyarakat juga 
berperan serta dalam merealisasikan program. Untuk lebih memudahkan 
pemahaman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
 
 Tabel Penerimaan Dan Realisasi DD Tahun Anggaran 2015 
   Sumber: SPJ Kantor Desa Banyuates (diolah) 
 Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari total penerimaan Dana Desa 
pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 311,558,250 direalisasikan pada dua 
bidang, yakni pada bidang pembangunan fisik sebesar Rp. 233,691,175 dan 
bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 77.897.075. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2015 secara 
keseluruhan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa yaitu pada pembangunan fisik dan pemberdayaan 
masyarakat. Berikut realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2015. 
    Tabel Realisasi Pembangunan Fisik DD 2015 
NO Uraian/Kegiatan Pengeluaran (Rp) 
1 Honor PTPKD  6,600,000 
2 Pelayanan Kesehatan (Posyandu)   14,100,000 
3 Rabat Beton Dsn. Mandeman Daya 119,691,175 
4 Rabat Beton Dsn. Karang Barat 93,300,000 
Total 233,691,175 
     Sumber: SPJ Kantor Desa Banyuates (diolah) 
Tahun 
Total Penerimaan 
(Rp) 
2015 311,588,250 
2016 658,310,000 
NO Uraian/Kegiatan 
Penerimaan 
(Rp) 
Pengeluaran 
(Rp) 
 
Total Penerimaan 311,588,250 
 1 Bidang Pembangunan Fisik 
 
233,691,175 
2 
Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 
 
77,897,075 
Jumlah 311,588,250 311,588,250 
  
e – Jurnal Riset ManajemenPRODI MANAJEMEN 
  Fakultas Ekonomi Unisma 
website : www.fe.unisma.ac.id (email : e.jrm.feunisma@gmail.com) 
 
34 
 
A
1 
A
2 
A
3 
A
4 
A
5 
A
6 
A
7 
A
8 
A
9 
A
1
A
1
A
1
     Tabel Realisasi Pemberdayaan Masyarakat DD 2015 
    NO      Uraian/Kegiatan 
Pengeluaran 
(Rp) 
1 Pembinaan LPMD 8,095,000 
2 
Penyelenggaraan pembinaan Ketentaraman dan 
Ketertiban 
23,063,830 
3 
Pelatihan sistem manajemen pembangunan 
partisipatif 
7,450,000 
4 Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan 6,650,000 
5 
Kegiatan Penyuluhan Narkoba Bagi Generasi 
Pemuda 
6,550,000 
6 Penyuluhan Dan Pelatihan kelompok Tani 6,350,000 
7 Pelatihan peningkatan Berwirausaha 10,150,000 
8 Kegiatan Tak Terduga 9,588,245 
Total 77,897,075 
       Sumber: SPJ Kantor Desa Banyuates (diolah) 
 Adapun Dana Desa pada tahun anggaran 2016 penerimaan Dana Desa 
meningkat lebih tinggi dua kali lipat dari penerimaan pada tahun anggaran 2015, 
akan tetapi menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi 
mengatur prioritas penggunaan Dana Desa tersebut masih pada bidang yang 
sama, yakni pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Untuk 
penerimaan dan penggunaan Dana Desa pada tahun anggran 2016 dapat dilihat 
pada tabel sebagai berikut:    
Tabel  Penerimaan Dan Realisasi DD Tahun Anggaran 2016 
  NO Uraian/Kegiatan 
Penerimaan  
(Rp) 
Pengeluaran  
(Rp) 
  Total Penerimaan 
    
658,310,000 
    1 Bidang Pembangunan Fisik 
 
526,648,000 
   2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
 
131,662,000 
Jumlah 658,310,000 658,310,000 
     Sumber: BKU Kantor Desa Banyuates (diolah) 
 Berdasarkan tabel diatas terbukti bahwa penerimaan Dana Desa pada 
tahun anggaran 2016 meningkat dua kali lipat lebih tinggi yakni sebesar Rp. 
658.310.000 dari pada penerimaan Dana Desa tahun anggaran 2015 yang hanya 
sebesar Rp. 302.000.005. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa 
pada Tahun 2015 secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 8 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa. Berikut realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2016. 
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Tabel  Realisasi Pembangunan Fisik DD 2016 
NO 
Uraian/Ke 
giatan Pengeluaran (Rp) 
1 Rabat Betton Karang Barat 17,128,600 
2 Rabat Betton Karang Timur  25,716,500 
4 Plat Betton Karang Timur 5,794,850 
5 Rabat Betton Mandeman Daya 105,003,450 
6 Rabat Betton Ban-Obanan 49,337,400 
8 Plat Betton Ban-Obanan 5,794,850 
9 Peningkatan Aspal 186,210,350 
10 Tebing Penahan Tanah Mandeman Daya 35,581,249 
12 Plat Betton Mandeman Daya 34,769,100 
13 Peningkatan Aspal 36,233,175 
14 Honor TPK Rabat Betton 6,000,000 
15 Honor TPK Peningkatan Jalan Aspal 5,000,000 
16 Mamin Rapat Rabat Betton 6,750,000 
17 Mamin Rapat Jalan Aspal 6,000,000 
18 Biaya ATK Pembangunan 1,328,476 
Total 526,648,000 
      Sumber: BKU Kantor Desa Banyuates (diolah) 
 
 
      Tabel  Realisasi Pemberdayaan Masyarakat DD 2016 
N
O Uraian/Kegiatan Pengeluaran (Rp) 
1 
Pelatihan Dan Peyuluhan Bagi Kepala Dan 
Perangkat Desa 4,918,350 
2 Pelatihan Dan Penyuluhan Bagi BPD 2,971,100 
3 Pelatihan Dan Pembentukan KPM Desa 8,624,050 
4 Pelatihan Bagi Kader Teknis Desa 5,556,150 
5 Pelatihan Pembuatan Kue Kering 23,427,200 
6 Pembinaan Kelompok PKK 21,374,250 
7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PKK Desa 5,271,800 
8 Pelatihan Manajemen Organisasi Muslimat 46,842,000 
9 
Penyuluhan Dan Pelatihan Pertanian Bagi 
Kelompok Tani 5,981,000 
10 Sosialisasi Ancaman Berbagai Macam Penyakit 6,696,100 
Total 131,662,000 
    Sumber: BKU Kantor Desa Banyuates (diolah) 
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Dampak Dana Desa terhadap pembangunan di desa Banyuates kecamatan 
Banyuates kabupaten Sampang 
 
  Dana Desa memiliki dampak positif terhadap pembangunan di desa 
Banyuates kecamatan Banyuates kabupaten Sampang baik dibidang 
pembangunan fisik maupun dibidang pemberdayaan masyarakat. Hal itu dapat 
dilihat dari infrastrukur seperti jalan desa di desa Banyuates yang semakin 
membaik, sehingga segala aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar. Selain 
pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat juga mengalami peningkatan. 
Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya kegiatan seperti penyuluhan dan 
pembinaan terhadap pengurus desa maupun masyarakat, sehingga dapat 
menambah wawasan dan pengetahuan serta bekal bagi masyarakat untuk masa 
depan desa Banyuates yang lebih baik.  
  Kepala desa Banyuates menyatakan: “Dengan adanya Dana Desa, desa 
dapat merencanakan sendiri apa yang harus dibangun di desa Banyuates. Untuk 
itu pemerintah desa mengadakan musyawarah untuk menampung kebutuhan 
masyarakat tentang sarana dan prasarana apa saja yang mereka butuhkan tanpa 
harus menunggu adanya program dari pemerintah daerah maupun pemerintah 
pusat. Jadi dengan model pembangunan seperti ini yakni model pembangunan 
bottom up lebih efektif dan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat 
desa Banyuates” (Wawancara pada 20 Februari 2017). 
  Adapun kaur keuangan menyatakan: “Untuk pembangunan fisik adanya 
Dana Desa sangat membantu atau sangat berperan, terutama pada pembangunan 
fisik yang berupa pembuatan jalan desa, seperti rabat betton, jalan makadam, 
dan perbaikan aspal, adapun untuk pemberdayaan masyarakat Dana Desa  juga 
memberikan dampak yang sangat baik untuk mengadakan kegiatan yang berupa 
pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan baik untuk perangkat desa maupun untuk 
masyarakat desa, sehingga perangkat desa semakin berkualitas dan masyarakat 
desa semakin kreatif” (Wawancara pada 26 Februari 2017). 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara 
teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang 
sudah ada. Pemerintah Desa Banyuates sudah mempertaggungjawabkan 
pengelolaan Dana Desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan 
adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya terdiri dari Buku 
Kas Umum (BKU), kwitansi, tanda terima, SPP, dan NDP. Dalam hal ini 
pemerintah desa memang serius dalam mengelola Dana Desa untuk 
meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM). 
2. Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa 
Banyuates baik dibidang pembangunan fisik maupun pemberberdayaan 
masyarakat.  
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Keterbatasan Penelitian 
 Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu (1) Dalam penelitian ini 
lokasi penelitian hanya di satu desa; (2) Objek penelitian hanya ada satu yaitu 
Dana Desa. (3) Peneliti tidak bisa terlibat langsung dalam pengelolaan Dana 
Desa, jadi hanya terbatas mengetahui realisasi pengelolaan Dana Desa. 
 
Saran 
 Berdasarkan keterbatasan masalah, maka peneliti ingin memberi saran 
untuk peneliti selanjutnya dan pemangku kepentingan sebagai berikut: 
 
a. Peneliti selanjutnya 
1. Lokasi penelitian diharapkan tidak hanya satu desa, tetapi ditambah 
menjadi dua desa atau lebih. Sehingga dapat diperbandingkan antar desa 
dalam mengelola Dana Desa. 
2. Objek penelitian diharapkan ditambah menjadi dua objek atau lebih, 
seperti ditambah objek Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli 
Desa(PADes). 
3. Diharapkan bisa ikut terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa 
supaya peneliti dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi. 
 
b. Pemangku Kepentingan 
1. Pemerintah Desa khusunya bagian administrasi diharapkan bisa 
meningkatkan pengarsipan data Dana Desa, sehingga peneliti lebih mudah 
mendapatkan data atau informasi. 
2. Masyarakat diharapkan ikut mengawasi kinerja Pemerintah Desa dalam 
mengelola Dana Desa. 
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